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BAB. 1 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa setiap 

pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang merupakan pengaturan ruang pelabuhan 

berupa peruntukan tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan. 

Untuk menjamin adanya sinkronisasi antara rencana pengembangan pelabuhan dengan rencana 

pengembangan wilayah, maka dalam penyusunan Rencana Induk Pelabuhan harus memperhatikan 

rencana tata ruang dan wilayah baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Sesuai dengan Rencana 

Induk Pelabuhan Nasional KP. 432 Tahun 2017 Pelabuhan Teluk Tapang ditetapkan sebagai Pelabuhan 

Pengumpul yang berfungsi untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah 

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan antar provinsi. Pelabuhan Teluk Tapang termasuk Sub zona Daerah Lingkungan 

Kerja dan Kepentingan Pelabuhan (KPU-PL-DLK) adalah ruang wilayah laut pada zona pelabuhan yang 

dialokasikan  untuk  kegiatan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran. 

Pelabuhan Teluk Tapang Memiliki posisi sangat strategis untuk pengembangan komoditas sawit atau 

cruid palm oil/CPO di wilayah Sumatera Barat bagian Utara meliputi Kabupaten Pasaman Barat dan 

Pasaman. Pembangunan Teluk Tapang juga sebagai upaya mempercepat pengembangan Kabupaten 

Pasaman Barat, supaya segera keluar dari status daerah tertinggal.  

Disamping itu, kepadatan dan jarak yang terjadi di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang  ke Kabupaten 

Pasaman Barat membuat arus bongkar muat barang semakin tidak efektif dengan lamanya waktu 

bongkar muat barang yang mencapai 10 hari pada hari-hari tertentu sehingga tidak efektif dari segi bisnis, 

serta  jarak 300 kilometer dan waktu tempuh dari Kabupaten Pasaman Barat sekitar 10 jam sehingga 

Pelabuhan Teluk Tapang bisa menjadi solusi dari permasalahan ini yang dalam jangka panjang akan 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat terutama peningkatan ekspor Sumatera 

Barat menuju pasar dunia 

Dengan melihat potensi di atas maka diperlukan adanya penyusunan dokumen Rencana Induk Pelabuhan 

Teluk Tapang yang dapat menjadi pedoman pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang 

terstruktur dan implementatif. 

1.2. Dasar Hukum 

Dasar hukum dalam studi penyusunan Studi Rencana Induk Pelabuhan Teluk Tapang Kabupaten Pasaman 

Barat ini mengikuti dasar hukum yang telah ditetapkan khususnya terkait dengan Tatanan Kepelabuhanan 

Nasional. Peraturan Perundangan yang menjadi dasar dalam studi ini mencakup: 

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

2. 5ÎÄÁÎÇȤÕÎÄÁÎÇ .ÏÍÏÒ ΣΩ 4ÁÈÕÎ ΤΡΡΪ ÔÅÎÔÁÎÇ 0ÅÌÁÙÁÒÁÎȠ 

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;  

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 

Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013; 

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 

Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupatendan Kota;  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;  

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 

(SBNP); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di 

Perairan dan Pelabuhan; 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 146 Tahun 

2016; 

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan 

Kapal; 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan; 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 76 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 
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20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1125 Tahun 2018 tentang tentang Pengerukan dan 

Reklamasi; 

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan 

Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan; 

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses 

Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah 

Peisisr dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Prov. Sumatera Barat Tahun 2018-2038; 

26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten Pasaman 

Barat  Tahun 2011 ɀ 2031; 

27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan 

Nasional. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Teluk Tapang Provinsi Sumatera Barat ini adalah 

sebagai upaya untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan 

Teluk Tapang sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan secara terstruktur, 

menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pembiayaan serta 

partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan pelabuhan yang sudah terbentuk.  

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan Pelabuhan Teluk Tapang 

sehingga kegiatan pembangunan yang ada dapat optimal dalam pengoperasian pelabuhan serta 

menjamin keselamatan pelayaran. 

1.4. Hirarki Pelabuhan 

Berdasarkan Keputusan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang 

Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) pada Sub-Lampiran A1 (Lokasi Pelabuhan Laut yang digunakan 

untuk melayani angkutan laut), Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat ditatapkan hirarki 

pelabuhan sebagai Pengumpul (PP). 

 

Tabel 1. Hirarki Pelabuhan Teluk Tapang 

No Kabupaten/Kota Pelabuhan/Terminal 
Hierarki Pelabuhan 

2017 2022 2027 2037 

1 Pasaman Barat Teluk Tapang PP PP PP PP 

2 Pasaman Barat Air Bangis PL PL PL PL 

Ket :   PL : Pelabuhan Lokal 

           PP : Pelabuhan Pengumpul 

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Kp 432  Tahun 2017 Tentang Rencana Induk  Pelabuhan Nasional  

1.5. Faktor Pendorong Pengembangan Pelabuhan 

Berikut ini disampaikan beberapa isu strategis mengenai pentingnya pembangunan Pelabuhan Teluk 

Tapang di Kabupaten Pasaman Barat: 

a. Pelabuhan Teluk Tapang memiliki hierarki sebagai Pelabuhan Pengumpul, yang akan memiliki koneksi 

dengan Pelabuhan Utama Teluk Bayur yang cukup dekat jaraknya 97 Nautical miles = 176 km.  

b. Pelabuhan Teluk Tapang dibangun untuk melayani pengangkutan komoditas sawit maupun CPO yang 

ada di daerah Pasaman. 

c. Distribusi logistik saat ini dari Kabupaten Pasaman Barat, baik sawit dan CPO, diangkut melalui moda 

transportasi darat (truk tangki), melalui jalan Pasaman Barat-Pariaman-Pelabuhan Teluk Bayur dengan 

jarak ±193 km, 6 jam perjalanan, kecpatan rata-rata 40 km/jam, melalui intrakota Pariaman dan Kota 

Padang. 

d. Pengembangan Pelabuhan teluk Tapang diharapkan akan memacu daya saing ekonomi Kabupaten 

Pasaman Barat. 

e. Dapat disimpulkan maka, pelabuhan Teluk Tapang dikembangkan untuk mamangkas biaya logistik 

dan meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan jalan, dan mengurangi kemacetan yang akan timbul 

akibat transportasi intrakota Pariaman dan Padang. 

1.6. Lokasi Studi 

Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Teluk Tapang berada di Kabupaten Pasaman Barat 

Provinsi Sumatera Barat dengan koordinat 00 ΣΤȭ ΥΨȢΤΪȱ . ÄÁÎ ΫΫ0 ΣΤȭ ΧΩȢΫΧȱ % tepatnya berada di 

Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas. 
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Gambar 1. Lokasi Pelabuhan Teluk Tapang 
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BAB. 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH 
STUDI 

2.1. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sumatera Barat 

2.1.1. Letak dan Administrasi Wilayah 

Provinsi Sumatera Barat terletak antara 00ΧΦȭ ,ÉÎÔÁÎÇ 5ÔÁÒÁ ÄÁÎ Υ 0ΥΡȭ ,ÉÎÔÁÎÇ 3ÅÌÁÔÁÎ ÄÁÎ ÁÎÔÁÒÁ 

980ΥΨȭϺΣΡΣ0ΧΥȭ "ÕÊÕÒ 4ÉÍÕÒ ÄÁÎ ÄÉÌÁÌÕÉ ÏÌÅÈ ÇÁÒÉÓ ÅËÕator atau garis khatulistiwa yang terletakpada garis 

lintang 0. Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengahpulau Sumatera dan mempunyai 

luas wilayah sekitar 42,2 ribu Km2. Sumatera Barat  mempunyai 19 Kabupaten/Kota dengan Kabupaten 

Kepulauan  Mentawai  memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km2 atau sekitar 14,21 % dari luas Provinsi 

Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km2 (0,05%). 

Sumatera Barat memiliki 4 danau yaitu danau Singkarak yang terluas (13,01 ribu Ha), danau Diatas (3,15 

ribu Ha), danau Di bawah (1,4 ribu Ha) dan danau Maninjau (9,9 ribu Ha). Berdasarkan posisi geografisnya, 

Provinsi Sumatera Barat memiliki batas-batas:   

¶ Utara : Provinsi Sumatera Utara dan Riau 

¶ Selatan : Samudera Hindia 

¶ Barat : Samudera Hindia 

¶ Timur : Provinsi Jambi dan Bengkulu 

2.1.2. Kondisi Fisik dan Klimatologi 

Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan 

budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan 

bawahannya dan kawasan perlindungan setempat. Sedangkan kawasan budidaya diantaranya berupa 

kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, 

kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan dan kelautan dan kawasan hutan. 

Kawasan perkebunan yang meliputi kabupaten-kabupaten Sijunjung, Dharmas Raya, Solok Selatan, dan 

Pasaman Barat. Produk utama daerah ini adalah karet, kelapa sawit dan teh yang merupakan komoditi 

ekspor utama Sumatera Barat. Sampai tahun 2010, tanaman kelapa sawit menujukkan luas lahan terbesar, 

yaitu mencapai sekitar 353.300 Ha dan menunjukkan pertambahan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi 

karena perluasan pembangunan kawasan perkebunan yang dilakukan oleh perkebunan besar negara 

maupun perusahaan swasta cukup besar dalam sepuluh tahun terakhir. 

Selama tahun 2017 rata-rata suhu udara Sumatera Barat berkisar 24,40-26,10 dengan rata-rata kelembaban 

udara antara 81,0% - 86,0%. Untuk rata-rata tekanan Udara 980,2 mb ɀ 1.006,0 mb dengan kecepatan angin 

berkisar 1,8 knot ɀ 3,3 knot. 

 

Gambar 2. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat 
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2.1.3. Kondisi Kependudukan 

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Berdasarkan data 

kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk Provinsi Sumatera 

Barat tahun 2018 tercatat sebanyak 5,32 juta jiwa yang terdiri dari 2,65 juta laki-laki dan 2,67 juta 

perempuan dengan rasio jenis kelamin 99,17. Dibandingkan tahun 2017 telah terjadi pertambahan 

penduduk sekitar 61,96 ribu orang atau 1,18 persen , Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Barat tahun 

2018, rata- rata 126 orang per km2. Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bukittinggi mencapai 5.024 

orang per km2, sedangkan yang paling  rendah terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sekitar 

15 orang per km2. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 

No Kabupaten/Kota 
Populasi 

penduduk 
(Jiwa) 

luas wilayah 
(Km2) 

Kepadatan 
(Jiwa/Km2) 

Persentase 
(%) 

1 Kep. Mentawai 88.692 6.011,35 14,75 1,67 

2 Pesisir Selatan 457.285 5.794,95 78,91 8,59 

3 Solok 368.691 3.738,00 98,63 6,93 

4 Sijunjung 230.104 3.130,80 73,50 4,32 

5 Tanah Datar 346.578 1.336,00 259,41 6,51 

6 Padang Pariaman 411.003 1.328,79 309,31 7,72 

7 Agam 484.288 2.232,30 216,95 9,10 

8 Lima Puluh Kota 376.072 3.354,30 112,12 7,07 

9 Pasaman 275.728 3.947,63 69,85 5,18 

10 Solok Selatan 165.603 3.346,20 49,49 3,11 

11 Dharmasraya 235.476 2.961,13 79,52 4,43 

12 Pasaman Barat 427.295 3.887,77 109,91 8,03 

13 Padang 927.011 694,96 1.333,91 17,42 

14 Solok 68.602 57,64 1.190,18 1,29 

15 Sawahlunto 61.398 273,45 224,53 1,15 

16 Padang Panjang 52.422 23,00 2.279,22 0,99 

17 Bukittinggi 126.804 25,24 5.023,93 2,38 

18 Payakumbuh 131.819 80,43 1.638,93 2,48 

19 Pariaman 86.618 73,36 1.180,73 1,63 

Jumlah 5.321.489 42.297,30 125,81 100,00 

Sumber: Provinsi Sumatera Barat  dalam Angka, 2019 

 

Gambar 3. Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat 

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun 

dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.  Laj 

pertumbuhan pendudu dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan 

eksponesial. Metode yang di gunakan pada kegiatan ini adalah metode geometrik. Jumlah penduduk di 

Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari hasil analaisis LPP menunjukan penurunan dari tiap tahun nya, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sumatera Barat 

No Kabupaten/Kota 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

1 Kep. Mentawai 2,15 2,02 1,98 1,97 

2 Pesisir Selatan 0,86 0,83 0,81 0,76 

3 Solok 0,76 0,72 0,70 0,68 

4 Sijunjung 1,88 1,80 1,70 1,68 

5 Tanah Datar 0,29 0,28 0,25 0,25 

6 Padang Pariaman 0,66 0,63 0,62 0,59 

7 Agam 0,86 0,82 0,81 0,74 

8 Lima Puluh Kota 1,04 0,98 0,97 0,94 

9 Pasaman 1,16 1,12 1,08 1,07 

10 Solok Selatan 1,92 1,85 1,83 1,77 

11 Dharmasraya 2,96 2,85 2,78 2,69 

12 Pasaman Barat 2,22 2,16 2,07 2,03 

13 Padang 1,47 1,44 1,39 1,32 

14 Solok 2,01 1,99 1,82 1,92 

15 Sawahlunto 1,08 0,97 0,98 1,02 

16 Padang Panjang 1,36 1,34 1,63 1,37 

17 Bukittinggi 1,89 1,77 1,71 1,68 

18 Payakumbuh 1,65 1,70 1,55 1,55 

19 Pariaman 1,18 1,31 1,16 1,08 

Rata-Rata (%) 1,44 1,40 1,36 1,32 

Sumber: Provinsi Sumatera Barat  dalam Angka, 2019 
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Gambar 4. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat (%) 

2.1.4. Kondisi Perekonomian Wilayah 

Nilai PDRB di Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan pada tahun 2017 adalah 196.442,94 milyar 

rupiah dan pada tahun 2017 menjadi 214.585,23 milyar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2010, 

148.134,24 milyar rupiah pada tahun 2016 menjadi 155.976,49 milyar rupiah pada tahun 2018. 
 

Tabel 4. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2015-2018 

No Lapangan Usaha 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

33.546.757,19 34.222.561,72 35.387.634,92 36.612.272,53 

B Pertambangan & Penggalian 6.144.577,45 6.267.606,76 6.338.267,17 6.705.049,43 

C Industri Pengolahan 15.418.540,17 16.174.096,85 16.540.004,84 16.445.055,91 

D Pengadaan Listrik dan Gas 145.686,13 161.628,93 168.196,58 175.080,06 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

141.707,83 150.771,11 156.736,19 160.240,92 

F Konstruksi 12.315.040,24 13.126.836,91 14.075.895,58 15.066.989,63 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran: 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

21.626.609,65 22.796.932,47 24.279.260,45 25.985.871,63 

H Transportasi dan Pergudangan 16.259.293,39 17.506.914,87 18.762.202,18 19.975.310,85 

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

1.420.410,28 1.557.102,43 1.693.494,32 1.832.878,56 

J Informasi dan Komunikasi 9.080.556,08 9.934.334,82 10.802.637,25 11.728.422,78 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 4.188.231,47 4.524.388,29 4.619.805,20 4.665.415,80 

L Real Estat 2.748.095,83 2.895.556,33 3.025.615,61 3.166.853,19 

M,N Jasa Perusahaan 620.607,06 651.284,00 685.063,40 722.425,15 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

7.895.347,42 8.286.949,05 8.659.075,43 9.175.850,47 

P Jasa Pendidikan 5.022.030,69 5.416.448,83 5.954.627,35 6.382.703,06 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.881.299,00 1.984.293,52 2.154.588,55 2.311.450,41 

R,S,T,U Jasa Lainnya 2.264.684,32 2.476.536,98 2.673.386,50 2.883.397,98 

Produk Domestik Regional Bruto 179.951.980,32 140.719.474,19 148.134.243,89 155.976.491,52 

Sumber: Provinsi Sumatera Barat dalam Angka, 2019 

 

Gambar 5. Grafik PDRB Menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan Tahun 2018 

 

Perekonomian Provinsi Sumatera Barat pada dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terus mengalami 

penurunan, dan di tahun 2017 sedikit menguat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju 

pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebesar 5,29 persen, sedangkan tahun 2016 

sebesar 5,27 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 

9,94 persen, diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,76 persen, 

dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,74 persen. Untuk lapangan usaha yang 

mengalami pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 

1,13 persen. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018 

No Lapangan Usaha 
Tahun 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,86  4,34 2,01 3,40 

B Pertambangan & Penggalian 3,51  3,73 2,00 1,13 

C Industri Pengolahan 5,22  1,84 4,90 2,26 

D Pengadaan Listrik dan Gas 15,87  4,05 10,94 4,06 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

3,89  5,99 6,40 3,96 

F Konstruksi 6,45  6,87 6,59 7,23 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran: 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

5,56  5,38 5,41 6,50 

H Transportasi dan Pergudangan 7,58  8,90 7,67 7,10 

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

6,44  6,85 9,62 8,76 

J Informasi dan Komunikasi 8,42  9,10 9,40 8,74 
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No Lapangan Usaha 
Tahun 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,79  3,63 8,03 2,11 

L Real Estat 5,56  5,30 5,37 4,49 

M,N Jasa Perusahaan 6,97  5,91 4,94 5,19 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

2,01  5,12 4,96 4,49 

P Jasa Pendidikan 6,88  7,82 7,85 9,94 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,97  7,51 5,47 8,58 

R,S,T,U Jasa Lainnya 7,75  9,55 9,35 7,95 

Produk Domestik Regional bruto 5,88  5,53 5,27 5,29 

Sumber: Provinsi Sumatera Barat dalam Angka, 2018 

 

 

Gambar 6. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018 

 

2.1.5. Data Potensi Wilayah 

Komoditi ekspor yang paling besar tahun 2017 adalah minyak kelapa sawit. Komoditi ini memberikan 

kontribusi  sebesar  67,56  persen senilai 1.382,39 juta US$ dan komoditi crum rubber sebesar 21,67 persen 

Nilai impor di Sumatera Barat mengalami  peningkatan  sebesar 29,26 persen dari 345,25 juta US$ tahun 

2016 menjadi 446,26 juta US$ tahun 2017. Dengan demikian neraca perdagangan Sumatera Barat yang 

dilihat dari transaksi ekspor impor pada tahun 2017 masih mengalami surplus sebesar 1,6 milyar US$.  

Tabel 6. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dengan Perekonomian 
Nasional Tahun 2014-2017  

Keterangan 2014 2015 2016 2017 

Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia (%) 5,02 4,79 5,02 5,07 

Sumatera Barat (%) 5,90 5,41 5,26 5,29 

Sumber: Sumbarprov.go.id 

 

Industri hilir pengolahan CPO yang diusulkan berada di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman 

Barat. Jarak dari ibukota Provinsi Sumatera Barat (Padang) kurang lebih 190 km. Jenis produksi yang akan 

dihasilkan dari industri hilir CPO tersebut adalah minyak goreng, margarin, dan sabun dengan potensi 

pemasaran di dalam dan luar negeri. Bahan baku kelapa sawit di wilayah tersebut tersedia dengan baik. 

Energi untuk mendukung kegiatan industri berupa energi listrik telah tersedia dan dipasok dari PLN 

setempat. Teknologi pengolahan dilakukan secara terpadu untuk menghasilkan minyak goreng, margarin, 

dan sabun. 

Adapun industriɀindustri atau perusahaan yang memproduksi CPO disekitar wilayah Provinsi Sumatera 

Barat sampai saat ini menggunakan Pelabuhan Teluk Bayur untuk distribusi produksinya, dijelaskan dalam 

gambar dibawah yang merupakan lokasi perusahaan penghasil CPO. 

 

 

Gambar 7. Lokasi Perusahaan Industri Pengolahan CPO di Provinsi Sumatera Barat Yang Menggunakan 
Pelabuhan Teluk Bayur 
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2.1.6. Data Jaringan Transportasi Wilayah 

A. Tranpsortasi Darat 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Transportasi Udara 

 

 

 

 

 

C. Tranportasi Laut 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Rencana Pengembangan Wilayah 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Provinsi Sumatera Barat dijelaskan mengenai rencana pengembangan transportasi laut di Provinsi 

Sumatera Barat, meliputi : 

1. Peningkatan dan perluasan fasilitas Pelabuhan Internasional Teluk Bayur  

2. Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelabuhan Nasional, Regional dan Lokal :  

¶ Pelabuhan Muara Padang; 

¶ Pelabuhan Panasahan - Carocok Painan, Pesisir Selatan; 

¶ Pelabuhan Sioban;  

¶ Pelabuhan Pokai;  

¶ Pelabuhan Tua Pejat;  

¶ Pelabuhan Simailepet; 

¶ Pelabuhan Sikakap; 

¶ Pelabuhan Muara Sikabaluan; 

¶ Pelabuhan Bake. 

3. Pembangunan Pelabuhan Baru Regional/Lokal : 

¶ Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat;  

¶ Pelabuhan Malakopak di Kabupaten Kepulauan Mentawai; 

¶ Pelabuhan Muara Saibi di Kabupaten Kepulauan Mentawai; 

¶ Pelabuhan Singapokna di Kabupaten Kepulauan Mentawai; 

¶ Pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai; 

¶ Pelabuhan Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai; 

¶ Pelabuhan Berilau, Pasapuat/Simanganyak, Pei-pei/Teluk Katurai, Taleleu di Kabupaten Kepulauan 

Mentawai. 

4. Pemanfaatan Kawasan Muara Khusus untuk Pelabuhan Wisata Marina, yaitu :  

¶ Pelabuhan Marina di Muara Batang Anai Kab. Padang Pariaman; 

¶ Pelabuhan Marina di Muara Padang; 

¶ Dermaga di lokasi Surving Kab. Kepulauan Mentawai. 

5. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan trayek perintis untuk membuka daerah terisolir di 

Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu : Panasahan Painan, Muara Sikabaluan, Labuhan Bajou, Tua 

Pejat, Peipei/Teluk Katurai, Simailepet/Siberut, Muara Saibi, Sikabaluan/Pokai, Singapokna, Betaet, 

Berilau, Pasapuat/ Simanganyak, Sikakap, Malakopak, Bake/ Bulasat, Sinakak. 

6. Pengembangan pelabuhan khusus untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu, 

misalnya untuk kepentingan militer atau pertahanan/keamanan. 

Berdasarkanpenjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan hirarki Pelabuhan Teluk 

Tapang, di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat dijelaskan bahwa hirarki Pelabuhan Teluk Tapang adalah 

Pengumpan Regional (PR), sedangkan dalam Keputusan Mentri Perhubungan Nomor Kp. 432 Tahun 2017 

tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dijelaksan bahwa hirarki Pelabuhan Teluk Tapang 

adalah Pelabuhan Pengumpul (PP). 

 

Panjang jalan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sekitar 1.525,20 km. 
Berdasarkan kondisi jalan, sepanjang 1.325,34 km dengan kondisi jalan yang 
mantap. Jika dilihat dari kualitas permukaan jalan, pada umumnya jalan raya di 
Sumatera Barat berlapiskan aspal sepanjang 1.093,66 km dan sisanya tidak 
aspal. Pada tahun 2017 jumlahkendaraan bermotor yang membayar pajak 
sebesar 1.985.395 kendaraan turun 1,77% dari tahun 2016 yaitu sebesar 2.021.243 
kendaraan. 

Pengembangan transportasi sungai dan danau dilakukan meliputi peningkatan 
dan pengembangan sarana dan prasaranauntuk peningkatan peran angkutan 
sungai dan danau dalam menunjang pergerakan orang dan barang terutama 
untuk daerah yang belum terlayani jaringan jalan, evakuasi bencana serta 
transportasi penunjang pariwisata, sedangkan transportasi penyeberangan 
untuk peningkatan pelayanan dan memperkuat interaksi dengan Kabupaten 
Kepulauan Mentawai. 

Pengembangan kereta api meliputi peningkatan kapasitas dan revitalisasi jalur  
kereta api yang sudah ada serta pengembangan jalur kereta api baru ditujukan 
untuk peningkatan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan 
penumpang,  mendorong pengembangan pariwisata serta keterpaduan antar 
moda transportasi. 

Jumlah pesawat terbang yang mendarat di Bandara Internasional Minangkabau 

(BIM) mengalami peningkatan sebesar 7,09% dari 12.873 tahun 2016 menjadi 

13.786 tahun 2017. Jumlah penumpang yang datang melalui BIM juga mengalami 

peningkatan sebesar 8,76% dari 1.777.069 orang tahun 2016 menjadi 1.932.669 

orang tahun 2017. 

Kegiatan transportasi lau di Provinsi Sumatera Barat saat ini terlayani oleh 
Pelabuhan Teluk Bayur, yang mana wilayah hinterland Pelabuhan Teluk Bayur 
adalah Kota Padang dan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 
yang terdiri dari 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota serta 2 (dua) 
Kabupaten di luar Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi dan 
Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu. 

Kegiatan bongkar muat kapal luar negeri di pelabuhan Teluk Bayur Padang 
dengan barang yang dibongkar sebesar 405.320 ton dan barang yang dimuat 
sebesar 4.084.950 ton.  

Sedangkan Kegiatan bongkar muat kapal interinsuler (antar provinsi) dengan 
jumlah bongkar barang sebesar 4.056.635 ton dan muat 4.264.909 ton. Kegiatan 
bongkar muat kapal  rakyat dengan bongkar barang sebesar 5.824 ton dan muat 
38.383 ton.  
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Gambar 8. Program Pengembangan dan Optimalisasi Jaringan Prasarana Transportasi di Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2020-2025 

2.1.8. Peta Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat 

Pola ruang merupakan peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Adapun Peta Pola Ruang di Provinsi 

Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 9. Peta Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat 
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2.1.9. Peta Struktur Ruang Provinsi Sumatera Barat 

Sistem perkotaan dan sistem jaringan prasrana wilayah yang mempunyai fungsi untuk mendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki mempunyai hubungan fungsional. Adapun Peta 

Struktur Ruang di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 10. Peta Struktur Ruang Provinsi Sumatera Barat 

2.2. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pasaman Barat 

2.2.1. Letak dan Administrasi Wilayah 

Kabupaten Pasaman Barat terletak antara 0033' Lintang Utara  sampai  0011'  Lintang Selatan dan antara 

99010' - 100004' Bujur Timur. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai luas wilayah sekitar 3.887,77 Km2 dan 

memiliki luas lautan seluas 800,47 Km2 dengan panjang garis pantai 152 km. Kabupaten Pasaman Barat 

terdiri dari 11 Kecamatan yaitu: Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Koto Balingka, Sungai Aur, 

Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisie dan Kinali. 

Berdasarkan  topologi  wilayah, Kabupaten Pasaman Barat di lewati sejumlah aliran sungai yaitu sebanyak 

147 aliran sungai. Beberapa nama sungai adalah adalah Batang Pasaman, Batang toman dan Batang 

Masang. Selain itu Kabupaten Pasaman Barat juga mempunyai 13 Gunung diantaranya adalah Gunung 

Pasaman, Gunung Talamau dan Gunung Malintang. Secara administratif, Kabupaten Pasaman Barat 

Berbatasan  dengan:  : 

¶ Sebelah Utara : Kab. Mandailing Natal & Provinsi Sumatera Utara  

¶ Sebelah Timur : Kabupaten Pasaman 

¶ Sebelah Selatan : Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman 

¶ Sebelah Barat : Samudera Indonesia 

 

Gambar 11. Peta Administrasi Kabupaten Pasaman Barat 
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2.2.2. Kondisi Fisik dan Klimatologi 

0ÏÓÉÓÉ ÁÓÔÒÏÎÏÍÉÓ +ÁÂÕÐÁÔÅÎ 0ÁÄÁÎÇ 0ÁÒÉÁÍÁÎ ÙÁÎÇ ÔÅÒÌÅÔÁË ÁÎÔÁÒÁ ΡΡ ΣΣȭ ɀ ΡΡ ΥΨȬ ɀ ΣΡΡΡ ΦΫȬ ,3 ÄÁÎ ΫΪΡ 

ΤΪȬ "4ȟ ÔÅÒÃÁÔÁÔ ÍÅÍÉÌÉËÉ ÌÕÁÓ ×ÉÌÁÙÁÈ ÓÅËÉÔÁÒ ΣȢΥΤΪȟΩΫ +ÍΤȟ ÄÅÎÇÁÎ ÐÁÎÊÁÎÇ ÇÁÒÉÓ ÐÁÎÔÁÉ ΦΤȟΣΣ +ÍȢ   

Rata-rata curah hujan secara keseluruhan untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 adalah 

sebesar  376,17 milibar (mb), dengan rata-rata hari hujan sebanyak 16 hari per bulan. 

2.2.3. Kondisi Kependudukan 

Penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2018 berjumlah sebanyak 

435.612 jiwa dengan komposisi 220.325  jiwa laki-laki dan 215.287 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis 

kelamin 102 jiwa laki-laki setiap 100 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 11 (sebelas) 

kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.  

 

Tabel 7. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 

No Kecamatan 
Populasi 

penduduk 
(Jiwa) 

luas wilayah 
(Km2) 

Kepadatan 
(Jiwa/Km2) 

Persentase 
(%) 

1 Sungai Beremas 26.126 440.48 59 6.01 

2 Ranah Batahan 27.365 354.88 77 6.29 

3 Koto Balingka 31.071 340.78 91 7.13 

4 Sungai Aur 38.296 420.16 91 8.77 

5 Lembah Melintang 49.750 263.77 189 11.43 

6 Gunung Tuleh 21.563 453.97 47 4.99 

7 Talamau 27.332 324.24 84 6.32 

8 Pasaman 78.924 508.93 155 18.06 

9 Luhak Nan Duo 44.244 174.21 254 10.16 

10 Sasak Ranah Pasisie 15.147 123.71 122 3.49 

11 Kinali 75.794 482.64 157 17.35 

Jumlah 435.612 3.887.77 112 100,00 

Sumber: Kabupaten Pasaman Barat  dalam Angka, 2019 

 

Gambar 12. Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 

 

Laju pertumbuhan penduduk adalah Angka  yang  menunjukan  tingkat pertambahan  penduduk  

pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan  sebagai  persentase  dari penduduk dasar.  

Laju  pertumbuhan  penduduk  dapat dihitung  menggunakan tiga  metode,  yaitu aritmatik,  geometrik,  

dan  eksponesial. Metode  yang  di gunakan pada kegiatan ini adalah metode geometrik. Jumlah 

penduduk di Kabupaten Pasaman Barat jika dilihat dari hasil analaisis LPP menunjukan kenaikan dari tiap 

tahun nya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Pasman Barat Tahun 2014-2018 

No Kecamatan 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Sungai Beremas 2,16 1,54 2,12 1,74 

2 Ranah Batahan 1,98 1,86 1,71 1,70 

3 Koto Balingka 2,32 1,98 2,23 2,02 

4 Sungai Aur 2,96 2,36 2,96 2,56 

5 Lembah Melintang 2,36 1,82 2,25 1,95 

6 Gunung Tuleh 0,71 0,83 0,17 0,43 

7 Talamau 0,36 1,24 -0,37 0,38 

8 Pasaman 2,77 2,87 2,77 2,72 

9 Luhak Nan Duo 1,94 2,30 1,67 1,90 

10 Sasak Ranah Pasisie 1,66 1,70 1,38 1,46 

11 Kinali 2,75 2,75 2,69 2,62 

Rata-Rata (%) 2,00 1,93 1,78 1,77 

Sumber: Kabupaten Pasaman Barat  dalam Angka, 2019 
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Gambar 13. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kab. Pasaman Barat Tahun 2014-2018 

 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat kita ketaui bahwa laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke 

tahun terus mengalami penurunan, tercatat tahun 2014 laju pertumbuhan mencapai 2,00 % sedangkan 

tahun 2017 menuju 2018 hanya mencapai 1,77%. 

2.2.4. Kondisi Perekonomian 

PDRB  Pasaman  Barat  berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 yaitu tahun 2017 angka sangat 

sementara 10.383.797 juta rupiah dan  tahun  2016  angka  sementara sebesar 9.856.619 juta rupiah. Dari 

seluruh sektor yang memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB Pasaman Barat atas dasar harga 

berlaku, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan andil terbesar yaitu 6.031.108 juta rupiah 

pada tahun 2017 atau 42,87 persen dan tahun 2016 adalah 5.610.561 juta rupiah atau 43,85 persen. 

Tabel 9. PDRB Atas Darar Harga Konstan (Juta) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014-2018 

No Lapangan Usaha  
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.037,69   4.207,44   4.336,29   4.490,96 4.722,99 

B Pertambangan & Penggalian 129,81   137,54   144,82   152,03 164,46 

C Industri Pengolahan 1.456,68     1.537,37 1.630,52   1.697,64 1.704,33 

D Pengadaan Listrik dan Gas 1,82   1,89   2,09   2,16 2,24 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

1,04   1,10   1,18   1,24 1,29 

F Konstruksi 489,53   539,03   582,52   635,46 681,99 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran: 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

937,09   997,29   1.069,89   1.156,16 1.243,19 

H Transportasi dan Pergudangan 396,12   430,77   468,68   505,26 542,34 

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

40,39   43,00   47,16   51,51 55,57 

J Informasi dan Komunikasi 458,09   499,84   546,96   609,30 667,69 

No Lapangan Usaha  
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 156,95   165,56   178,42   182,37 184,33 

L Real Estat 119,86   127,97   134,93   141,34 148,23 

M,N Jasa Perusahaan 4,76   5,03   5,30   5,60 5,91 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

304,09   320,66   337,53   354,14 378,82 

P Jasa Pendidikan 178,46   193,08   210,32   225,05 239,61 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 95,20   101,92   106,12   114,69 123,45 

R,S,T,U Jasa Lainnya 45,95   48,31   53,88   58,88 64,29 

Produk Domestik Regional Bruto 8.853,52   9.357,82   9.856,62   10.383,79 10.930,76 

Sumber: Kabupaten Pasaman Barat  dalam Angka, 2019 

 

 

Gambar 14. Grafik PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 

 

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan peningkatan kineja dari  sektor 

perdagangan. Investasi yang  dimaksud utamanya  adalah  pembangunan proyek­ proyek    infrastruktur 

seperti   perbaikan jalan terutama di sepanjang Jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten ke 

kecamatan, dan pembangunan kantor  pemerintah. Selama   lima   tahun   terakhir (2013-2017)   laju 

pertumbuhan   perekonomian   Kabupaten Pasman   Barat   didominasi   oleh   5 (lima) kategori    lapangan    

usaha,    diantaranya: Pertanian,    Kehutanan,    dan    Perikanan; lndustri   Pengolahan;   Perdagangan   

Besar dan  Eceran,  Reparasi  Mobil  dan  Sepeda Motor;  Konstruksi;  dan  Transportasi   dan 

Pergudangan.   Hal   ini   dapat   dilihat   dari peranan    masing-masing   lapangan   usaha terhadap  

pembentukan  PDRB  Kabupaten Pasaman Barat. Berikut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 10. Laju Pertumbuhan PDRB (%) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2018 

No Lapangan Usaha 
Tahun 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,98 4,96 4,20 3,06 3,57 

B Pertambangan & Penggalian 5,97 5,91 5,95 5,30 4,98 

C Industri Pengolahan 6,29 6,40 5,54 6,06 4,12 

D Pengadaan Listrik dan Gas 1,96 15,06 4,11 10,35 3,46 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 12,27 6,25 6,34 6,52 5,66 

F Konstruksi 10,42 8,05 10,11 8,07 9,09 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

8,09 7,47 6,42 7,28 8,06 

H Transportasi dan Pergudangan 9,17 8,38 8,75 8,80 7,80 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,42 6,46 6,47 9,66 9,23 

J Informasi dan Komunikasi 11,65 9,24 9,11 9,43 11,40 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 7,35 6,23 5,49 7,77 2,21 

L Real Estat 6,79 6,81 6,77 5,44 5,75 

M,N Jasa Perusahaan 6,12 6,16 5,74 5,34 5,68 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

2,91 2,11 5,45 5,26 4,92 

P Jasa Pendidikan 8,80 7,84 8,20 8,93 7,00 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,24 7,64 7,07 4,12 8,07 

R,S,T,U Jasa Lainnya 4,80 4,90 5,13 11,55 9,28 

Produk Domestik Regional bruto 6,40 6,04 5,70 5,33 5,35 

Sumber: Kabupaten Pasaman Barat  dalam Angka, 2018 

 

 

Gambar 15. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB (%) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2018 

2.2.5. Data Potensi Wilayah 

Analisis LQ menggambarkan perbandingan kontribusi suatu sektor/komoditi di daerah terhadap 

sektor/komoditi ekonomi yang sama pada tingkat perekonomian di atasnya. Seperti halnya dalam 

perhitungan nilai LQ setiap sektor/komoditi di Kabupaten Pasaman Barat seperti produksi setiap sektor 

seperti padi, palawija, holikultura, buah-buahan, perkebunan, perikanan, peternakan dan ungags 

menggunakan perbandingan nilai sektor/komoditi di Kabupaten Pasaman Barat terhadap sektor/komoditi 

yang sama di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat terlihat sektor yang tergolong ke dalam sektor basis 

dan non basis. 

Tabel 11. Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 

 

 

Sumber: Kabupaten Pasaman Barat  dalam Angka, 2018 
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LQ memberikan penilaian kriteria analisis sbb: 

1. LQ < 1, maka: 

Sektor ini merupakan sektor nonmampu namun berpotensi untuk dikembangkan dan memilki negatif 

export employment, artinya wilayah dalam keadaan minus untuk sektor ini, sehingga daerah tersebut 

cenderung mengambil dari luar daerah. 

2. LQ = 1, maka: 

Sektor ini dapat mencukupi kebutuhan di daerahnya sendiri dan sisanya merupakan kemampuan 

ekspor sektor tersebut, atau dengan kata lain terdapat keseimbangan antara ekspor dan impor. 

3. LQ > 1, maka: 

Sektor ini merupakan sektor mampu dan potensi sehingga memiliki sifat positif export employment, 

artinya wilayah dalam keadaan surplus untuk sektor ini sehingga daerah tersebut cenderung 

mengirim ke luar daerah (mengekspor) 

Analisis ini menggunakan variabel tenaga kerja di wilayah perencanaan dengan membandingkannya 

dengan variabel jumlah tenaga kerja di wilayah yang lebih luas seperti wilayah kecamatan/ kabupaten, 

Formula yang digunakan meliputi : 

    Si / Ni  Si / S 

LQi =          = 

     S / N  Ni / N 

Hasil dari analisis sektor potensial menggunakan metode diatas dapat dilihat dalam tabel dan gambar 

dibawah ini: 

 

Tabel 12. Hasil Perhitungan Komoditi Potensial (LQ) 

 

 

 

Sumber: Analisis Konsultan Tahun 2019 

 

 

Gambar 16. Peta Sebaran Sektor Potensial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 

Padi Padi

Sawah Ladang

1 Sungai Beremas 1,28 0,14 0,15 0,29 0 3,27 0,98 5,7 0,55 1,25 1,22 1,64 3,45 -

2 Ranah Batahan 1,3 0,07 0,12 0,3 0 1,28 0,98 4,07 0,67 0,99 0,83 1,87 1,26 -

3 Koto Balingka 1,27 0,2 0,09 1,63 0 6,83 0,58 84,63 0,25 0,49 1,13 1,56 1,09 -

4 Sungai Aur 1,32 0,02 0,02 0,15 0 0 0,85 30,01 1,47 0 0 0 - -

5 Lembah Melintang 1,28 0,18 0,07 0,39 0 1,35 1 0,31 0,79 0,87 0,89 1,44 1,44 -

6 Gunung Tuleh 1,12 0,64 0,33 7,75 0 18,12 0,72 56,6 0,79 1,09 1,07 1,67 - -

7 Talamau 1,12 0,28 0,3 0,39 0 0 1 1,82 0,79 0 1,36 0,76 - 1,14

8 Pasaman 0 0,04 0,02 0,1 1,43 0,44 0,9 20,65 0,99 0,8 1,15 0,79 - 0,64

9 Luhak Nan Duo 1,29 0,19 0,01 0,17 0 0 0,98 4,85 0,5 1,76 1,35 1,04 5,25 -

10 Sasak Ranah Pasisie 1,33 - 0 0 0 0 - 200,55 1,61 1,07 1,06 1,09 - -

11 Kinali 1,31 0,06 0,04 0,12 1,85 1,06 1 1,58 0,84 1,65 0,63 1,43 3,26 -

Bayam Buncis
KacangKe

delai

Kacang 

Hijau
Cabe Ketimun Terong

Kacang 

Panjang

No Kecamatan

Tanaman Palawija Tanaman Pangan Sayuran

Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar 
Kacang 

Tanah 

Cabe Jambu

Rawit Biji

1 Sungai Beremas 1,52 2,53 - 0,13 1,34 - 0 0,84 3,53 - - 0,77 11,61 0,37

2 Ranah Batahan 0,9 3,68 0,02 1,66 - - 0,09 0,02 5,14 0,05 1,88 3,11 0,42 -

3 Koto Balingka 0,35 5,67 0,14 - 2,42 - 0,95 - 0,59 0,12 1,05 - 1,08 -

4 Sungai Aur - 5,3 0,13 - 2,03 0,43 1,64 0,06 1,59 0,42 - 0,09 4,07 0,1

5 Lembah Melintang 0,39 3,56 0,06 0,12 2,78 - 0,06 0,02 0,25 0,38 0,58 - 0,13 0,02

6 Gunung Tuleh - 3 0,7 21,43 0,16 6,48 0,51 1,09 7,35 1,47 - 1,34 3,3 5,7

7 Talamau - 2,57 44,09 5,74 0,03 10,72 0,34 0,59 19,97 0,15 - 1,15 1,02 -

8 Pasaman - 1,98 0,17 0,95 2,83 0,14 0,06 0,02 0,07 0,01 0,15 0,08 0,62 -

9 Luhak Nan Duo 2,19 1,68 0,57 1,7 0,38 0,45 0,72 0,33 0,2 0,99 10,35 0,68 2,06 0,01

10 Sasak Ranah Pasisie - - 0,04 0,98 2,17 - 0,05 0,39 0,52 1,35 0,82 0,33 0,22 -

11 Kinali 1,13 2,55 0,37 - - - 0,97 1,05 - 0,7 14,34 - - -

Durian DukuSalak Pepaya Alpukat Mangga Rambutan Semangka
No Kecamatan

Sayuran Buah-Buahan 

Kangkung Pisang Nanas Jeruk

Kulit Garda- Kelapa

Manis mungu Sawit

1 Sungai Beremas 0 0 - 0 - - 0,06 0,01 0,04 - 1,16 - 0,01 0,07 18,85

2 Ranah Batahan 0 0,02 - - - - 0,08 0,02 0,32 - 1,15 0,05 - 0,85 3,87

3 Koto Balingka 0.00 0,02 0.00 0.00 0.00 0,18 0,05 0,01 0,18 - 1,15 0,02 - 0,99 1,16

4 Sungai Aur 0,01 0,01 0 - 0 - 0,03 0,01 0,21 - 1,16 0,07 - 0,94 2,13

5 Lembah Melintang 0 0,04 - - - 0,46 0,03 0,01 0,3 - 1,15 0,02 - 0,86 3,75

6 Gunung Tuleh 0 0,03 0 0 0,01 - 0,03 0,03 0,73 - 1,15 0,09 0,01 0,87 3,52

7 Talamau 0 0 0,01 - 0,01 0,39 0,04 0,01 0,42 - 1,16 0,02 - 1,04 0,15

8 Pasaman 0,01 - 0 - - 0,62 0,07 0,01 - 0 1,15 0,04 - 1,04 0,25

9 Luhak Nan Duo 0,03 0 - - - 1,92 0,13 0,03 0,24 - 1,14 - 0,01 1,04 0,25

10 Sasak Ranah Pasisie 0,04 0 0,01 - 0,01 3,95 0,02 0 0,75 0 1,16 0,02 - 1,01 0,78

11 Kinali 0,01 0,04 0,45 - 0,02 - 0,23 0,1 2,49 0,26 1,11 0,96 - 1,03 0,43

Perikanan 

Laut

Perikanan  

Darat
Merica Cokelat Pinang Nilam Enau Pala

No Kecamatan

Perkebunan  Perikanan 

Kelapa Karet Kopi Cengkeh
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Selain sektor potensial dari komoditi yang telah dijelaskan diatas, terdapat komoditi lain yang menjadi 

salah satu sektor basis dan komoditi ekspor dari wilayah Kabupaten Pasaman Barat yaitu hasil pengolahan 

kelapa sawit. Berikut ini merupakan jumlah produksi dan luas lahan komoditi potensial sektor perkebunan 

di Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah produksi ini dari hasil perkebunan Plasma atau perkebunan non-

HGU perusahaan swasta. 

Tabel 13. Produksi Kelapa Sawit (Non-HGU Swasta)/Kebun Plasam di Kab. Pasaman Barat Tahun 2018 

No Kecamatan 
Luas Perkebunan 

(Ha) 
Produksi 

Ton Rata-rata (kg/ha) 

1 Kinali 12.351 209.393,10 18.900 

2 Luhak Nan Duo 6.329 61.619,52 18.720 

3 Sasak Ranah Pasisie 4.093 72.320,52 17.820 

4 Pasaman 10.500 204.769,50 22.500 

5 Talamau 3.411 61.734,24 18.720 

6 Gunung Tuleh 10.591 191.608,48 18.530 

7 Sungai Aua 12.601 222.108,48 18.720 

8 Lembah Melintang 11.699 226.276,80 19.800 

9 Koto Balingka 11.665 202.925,49 17.655 

10 Ranah Batahan 9.690 183.856,68 19.080 

11 Sungai Beremas 9.270 157.914,08 17.325 

Jumlah 102.200 1.794.538,46 18.888 

Sumber: Analisis Konsultan Tahun 2019 

2.2.6. Peta Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat 

 

Gambar 17. Peta Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat 

2.2.7. Data Jaringan Transportasi Wilayah 

 

 

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi 

pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, 

dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan 

penumpang dan/atau barang serta angkutan 

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar 

provinsi. 

Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang 

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam 

negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam 

jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan 

utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat 

asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan 

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam 

kabupaten. 

Alur Pelayaran di Pelabuhan Teluk Tapang Provinsi 

Sumatera Barat telah menjangkau alur pelayaran 

nasional/internasional, regional dan lokal. Alur Pelayaran 

Nasional/Internasional adalah alur pelayaran yang 

diperuntukan untuk kapal-kapal antar provinsi dalam 
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negara kesatuan Republik Indonesia dan diperuntukan untuk kapal-kapal antar negara. Sedangkan Alur 

Pelayaran Regional/lokal adalah alur pelayaran yang diperuntukan untuk kapal-kapal antar pulau dan/atau 

kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat dan diperuntukan untuk kapal-kapal antar pulau dan/atau 

daerah dalam satu kabupaten/kota. 

2.2.8. Rencana Pengembangan Wilayah 

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Pasaman Barat tercermin dalam rencana pengembangan 

Kawasan Strategis Kabupaten Pasaman Barat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031.  

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena 

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya 

dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik 

kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. 

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek 

strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai 

kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada 

kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan. 

Berdasarkan RTRWN maupun RTRW provinsi tidak terdapat kebijakan kawasan startagis untuk Kabupaten 

Pasaman Barat. Namun secara internal terdapat beberapa kawasan potensial untuk ditetapkan sebagai 

kawasan strategis kabupaten.  Kawasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.  

1. Simpang Empat; merupakan ibukota kabupaten yang mempunyai kecenderungan pertumbuhan 

lebih tinggi dibanding pusat perkotaan lainnya.  Sebagai ibukota kabupaten, Simpang Empat 

mempunyi fungsi dan peran penting dalam konteks pelayanan pada segala bidang.  Untuk 

mengoptimalkan fungsi dan perannya serta terciptany kawasan perkotaan yang aman, nyaman, 

produktif dan berkelanjutan diperlukan penataan yang terencana dan terprogram dengan baik.  

2. Kinali; secara ekonomi wilayah kecamatan Kinali merupakan kawasan yang bertumbuh paling pesat. 

Kecamatan Kinali terdiri dari dua Kenagarian yaitu Kenagarian Kinali dengan 11 Kejorongan dan 

Kenagarian Katiagan dengan 2 Kejorongan. Luas Kecamatan Kinali hampir 463 Km2 meliputi sebagian 

dari Gunung Pasaman hingga pesisir pantai. Dengan total penduduk lebih dari 52.000 jiwa ini memiliki 

demografi yang boleh dikatakan multi.Kenapa tidak, mayoritas penduduknya terdiri dari masyarakat 

bersuku Minang, Jawa, Batak, Nias dan lain-lain dengan berbagai latar belakang sosial budaya. 

Sumber daya alam yang terbesar adalah bidang kehutanan (97.000 Ha), Kelautan (12.000 Ha) hingga 

Perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Bidang kehutanan saat ini sangat 

disayangkan dengan semakin maraknya penebangan hutan lindung dan bidang kelautan belum di 

ekspolarasi dengan maksimal. Hanya nelayan tradisonal saja yang beraktifitas khususnya di Daerah 

Kenagarian Katiagan.Yang paling menarik adalah perkebunan dan pertanian yang hampir 

keseluruhannya bergerak disektor Tanaman Sawit. Sedikitnya ada 8 buah Perusahan yang begerak 

dibidang ini, baik pengelolaan perkebunan atau pabrik pengolahan. Untuk pariwisata saat ini yang 

paling menonjol adalah Pantai Muaro Binguang dan Ikan Larangan Silambau dan Objek Wisata Batu 

Lipat Kain.  

3. Air Bangis; adalah ibukota Kecamatan Sei Beremas yang merupakan kawasan perkotaan pantai yang 

sudah bertembuh sejak zaman kerajaan Indrapura sampai sekarang. Selain sebagai Kawasan 

bersejarah, Air Bangis juga mempunyai objek wisata baik wsiata alam (bahari) maupun budaya. 

Sebagian besar masyarakat Air Bangis merupakan masyarakat nelayan.  

Saat ini sedang dibangun pelabuhan laut yang diarahkan untuk angkutan barang. Dengan 

terbangunnya pelabuhan laut di Kecamatan Sungai Beremas (Pelabuhan Teluk Tapang), 

diperkirakan pengangkutan hasil produksi Pasaman Barat seperti CPO yang selama ini melalui jalur 

darat akan beralih melalui jalur laut. Oleh karena itu kawasan ini perlu mendapat prioritas 

penanganan agar pertumbuhannya dapat lebih cepat dan sekaligus terkendali sehingga 

perkembangan yang terjadi membawa dampak yang positif bagi kehidupan sosial, terutama 

masyarakat nelayan dan kondisi lingkungan. 

 

2.2.9. Peta Pola Ruang Kabupaten Pasaman Barat 

Pola ruang merupakan peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Adapun Peta Pola Ruang di Kabupaten 

Pasaman Barat dapat dilihat pada Gambar 18 berikut ini. 

2.2.10. Peta Struktur Ruang Kabupaten Pasaman Barat 

Sistem perkotaan dan sistem jaringan prasrana wilayah yang mempunyai fungsi untuk mendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki mempunyai hubungan fungsional. Adapun peta 

Struktur Ruang Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada Gambar 19 berikut ini. 



 

 

Executive Summary - 17 

RENCANA INDUK PELABUHAN TELUK TAPANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

Gambar 18. Peta Pola Ruang Kabupaten Pasaman Barat 

 

Gambar 19. Peta Struktur Ruang Kabupaten Pasaman Barat 
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BAB. 3 KONDISI EKSISTING PELABUHAN 

3.1. Gambaran Umum Pelabuhan 

3.1.1. Letak Administratif Pelabuhan 

Lokasi studi Penyusunan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja, Dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

Pelabuhan Teluk Tapang secara administratif berada di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman 

Barat. Kecamatan Sungai Beremas secara administratif berbatasan dengan: 

¶ Sebelah Utara : Kabupaten Ranah Batahan; 

¶ Sebelah Selatan : Samudera Indonesia; 

¶ Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Utara; dan 

¶ Sebelah Timur : Kecamatan Koto Balingko. 

 

Gambar 20. Letak Administratif Pelabuhan 

 

3.1.2. Koordinat Pelabuhan 

,ÏËÁÓÉ ÇÅÏÇÒÁÆÉÓ 0ÅÌÁÂÕÈÁÎ 4ÅÌÕË 4ÁÐÁÎÇ ÂÅÒÁÄÁ ÐÁÄÁ ΡІ ΣΤȭ ΥΨȟΧΨȱ . ÄÁÎ ΫΫІ ΣΧȭ ΧΣȟΥΣȱ % ÙÁÎÇ ÂÅÒÁÄÁ 

pada elevasi berkisar +5 mdpl/LWS. 

3.1.3. Wilayah Kerja Pelabuhan 

Pelabuhan Teluk Tapang sudah tercanum dalam KP.432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan 

Nasional (RIPN) dan ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul (PP). Tetapi bedasarkan Peraturan Mentri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Mentri Perhubungan Nomor PM.36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Pelabuhan Teluk Tapang tidak termasuk dalam wilayah kerja 

manapun, termasuk wilker KSOP Kelas II Teluk Bayur. Seperti dalam tabel berikut ini: 

Tabel 14. Wilayah Kerja Pelabuhan Teluk Bayur 

No Nama KSOP Lokasi Wilayah Kerja 

1 Kantor Kesyahbandaran 
dan Otoritas Pelabuhan 
(KSOP) Kelas II Teluk Bayur 

Padang, Sumatera 
Barat 

1. Air Bangis; 
2. Tiku; 
3. Sasak 
4. Pariaman; 
5. Carocok Terusan; 
6. Carocok Painan; 
7. Panasahan Painan; 
8. Bungus; dan 
9. Muara Padang 

      Sumber : Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2018 

 

Maka dari itu, konsultan merekomendasikan agar Pelabuhan Teluk Tapang termasuk dalam wilayah Kerja 

KSOP Kelas II Teluk Bayur. Karena sesuai dengan fungsinya bahwa Pelabuhan Teluk Tapang sebagai 

Penyangga Pelabuhan Teluk Bayur untuk wilayah Sumatera Barat bagian Utara. 

3.1.4. Status Kepemilikan Lahan 

Luas lahan darat yang direncanakan untuk pengebangan Pelabuhan Teluk Tapang adalah 12,15 hektar. 

Pada awalnya, fungsi lahan yang diperuntukan untuk Pelabuhan Teluk Tapang dan Akses Jalan Teluk 

Tapang ɀ Air Bangis merupakan Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung. Status 

kepemilikan lahan darat Pelabuhan Tapang berdasarkan Keputusan Mentri Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor: SK.411/Menhut-II/2012 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan 

Pelabuhan Umum dan Jalan Teluk Tapang ɀ Air Bangis Atas Nama Bupati Pasaman Barat Pada Kawasan 

Lindung dan Hutan Produksi Tetap Yang Terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat 

Seluas 122,01 Hektar untuk pengebangan jalan dan pelabuhan. 
  

Kecamatan Sungai Beremas 
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3.1.5. Kondisi Wilayah Sekitar Pelabuhan 

Kondisi wilayah sekitar pelabuhan saat ini adalah berupa hutan produksi tetap dengan peruntukan lahan 

sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya. Lokasi Pelabuhan Teluk Tapang saat 

ini cukup jauh dari kawasan permukiman. Dengan menggunakan akses darat (jalan) ±45 km menuju pusat 

permukiman/perkotaan Air Bangis. 

Lahan 10 herktar yang diperuntukan untuk pengembangan fasilitas darat pelabuhan sudah pematangan 

(landai/datar), namun kondisi topografi wilayah di belakang pelabuhan berdasarkan hasil survei yaitu 

lahan berbukit. 

3.2. Pemetaan Hidrografi Berdasarkan Peta Laut 

Pemetaan hidrpgrafi berdasrkan peta laut diperoleh dari peta laut Indonesia Dishidros TNI-AL. Seperti 

dalam peta berikut ini: 

 

Gambar 21. Pemetaan Hidrografi Berdasarkan Peta Laut 

 

3.3. Plot Pelabuhan Sekitar Lokasi Studi 

Terdapat beberapa pelabuhan eksisting di Provinsi Sumatera Barat yang diberdakan berdasarkan hirarki 

dri setiap pelabuhan tersebut, Pelabuhan-pelabuhan tersebut termuat dalam tabel dan gambar dibawah 

ini. 

12,15 hektar lahan peruntukan 
pengembangan fasilitas datar Pel. Teluk 

Tapang 
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Gambar 22. Plot Pelabuhan Sekitar Lokasi Studi 

3.4. Kondisi Jalan Akses Menuju Pelabuhan 

Status jalan menuju Pelabuhan Teluk Tapang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 600-

920-2012 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya ditetapkan sebagai jalan provinsi. 

Jalan sepanjang 42,5 km tersebut direncanakan memiliki lebar minimal 7 meter. Dari ±42,5 km jalan 

tersebut, saat ini 1 km merupakan jalan dengan perkerasan aspal, 4 km dengan perkerasan sirtu dan 

sisanya masih perkerasan tanah, dan terdapat 14 jembatan yang belum terbangun. 

 

   

Jalan dengan perkerasan Sirtu, sepanjang 4 km. 
Jalan Masuk Akses Pelabuhan 
Teluk Tapang Dari Air Bangis 

   

Jalan dengan permukaan tanah dan batu  Jalan Aspal 1 km, dengan lebar 7 m 

Gambar 23. Kondisi Jalan Akses Menuju Pelabuhan 

Sumber: Hasil Observasi Lapangan Tahun 2019 

 

Saat ini jalan menuju Pelabuhan Tapang dari Ibukota Kecamatan Air Bangis yang kurang lebih panjangnya 

mencapai 42,5 km sedang dalam tahap pembangunan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas 

Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat, tahun ini (2019) telah 

dianggarkan 45 Milyar dari dana APBNP dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan 

sepanjang 10 km. 

3.5. Hinterland Pelabuhan 

Pada mulanya, seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah hinterland dari Pelabuhan 

Teluk Bayur. Namun dikarenakan aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur yang tinggi 

mengakibatkan waktu tunggu / Waiting Time Kapal cukup tinggi bahkan menurut informasi bisa sampai 2 

hari. Serta distribusi logistik CPO dan lainnya dari seluruh Provinsi Sumatera Barat menuju Pelabuhan 

Teluk Bayur diangkut melalui moda transportasi darat (truk) harus melewati jalan intera kota yang 
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mengakibatkan kemacetan di wilayah perkotaan, selain itu tingginya mobilitas kendaraan (truk) 

mengakibatkan tingkat kerusakan jalan tinggi yang berimbas pada tingginya biaya pemeliharaan jalan. 

Maka dari itu, Kementrian Perhubungan dalam hal ini KSOP Pel. Teluk Bayur dan Pemerintah daerah 

Provinsi Sumatera Barat mengusulkan adanya Pelabuhan Penyangga Teluk Bayur diantaranya adalah Pel. 

Teluk Tapang untuk wilayah hinterland (Sumatera Barat) bagian Utara, serta Pel. Carocok Painan untuk 

wilayah hinterland (Sumatera Barat) bagian Selatan dan sebagian dari wilayah Provinsi Jambi dan 

Bengkulu. 

Hinterland adalah daerah belakang suatu pelabuhan, dimana luasnya relatif dan tidak mengenal batas 

administratif suatu daerah, propinsi, atau batas suatu wilayah tergantung ada atau tidaknya pelabuhan 

yang berdekatan dengan daerah tersebut.  Rodrigue dan Nooteboom (2006) memperkenalkan istilah 

wilayah hinterland utama dan wilayah batasan kompetisi untuk membedakan antara wilayah hinterland 

suatu pelabuhan dimana arus barang dari wilayah tersebut paling mendominasi dan wilayah yang juga 

merupakan hinterland dari pelabuhan lain. Wilayah hinterland suatu pelabuhan dapat terpisah secara 

geografis, sehingga dalam hal ini faktor aksesibilitas dan volume arus muatan sangat berpengaruh dalam 

penentuan ukuran wilayah hinterland.   

Pembagian wilayah hinterland untuk ketiga pelabuhan diatas dibedakan berdasarkan jarak terdekat 

menuju pelabuhan dari pusat kota. Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan metoda digitasi 

dalam Global Information System (GIS) maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 15. Jarak Dari Setiap Kota/Kab. Menuju Pelabuhan Terdekat di Sumatera Barat 

Kabupaten/Kota 
Jarak (Km) 

Panasahan Tapang Teluk Bayur 

Kab Agam 186,68 117,62 145,45 

Kab Dharmasraya 255,05 440,44 169,43 

Kab Lima Puluh Koto 213,53 301,75 144,47 

Kab Padang Pariaman 132,14 290,50 63,08 

Kab Pasaman 240,67 171,64 181,76 

Kab Pasaman Barat 257,53 74,41 188,79 

Kab Pesisir Selatan 2,51 333,89 69,06 

Kab Sawahlunto 172,81 376,16 105,31 

Kab Solok 114,40 306,06 46,91 

Kab Solok Selatan 164,14 498,03 187,10 

Kab Tanah Datar 178,47 305,21 109,40 

Kota Bukittinggi 168,67 486,74 99,61 

Kota Padang 74,48 264,60 7,08 

Kota Padang Panjang 148,52 275,60 79,19 

Kabupaten/Kota 
Jarak (Km) 

Panasahan Tapang Teluk Bayur 

Kota Padang Pariaman 121,80 210,82 52,74 

Kota Payakumbuh 198,53 288,25 129,46 

Kota Sawahlunto 146,80 440,44 79,31 

Kota Solok 121,27 314,49 53,77 

Keterangan:   : Hinterland Pel Teluk Tapang 

   : Hinterland Pel Panasahan 

   : Hinterland Pel Teluk Bayur 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh informasi bahwa wilayah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi wilayah hinterland Pelabuhan Teluk Tapang  

meliputi 3 Kabupaten/Kota yang meliputi: 

1. Kabupaten Agam; 

2. Kabupaten Pasaman; dan 

3. Kabupaten Pasaman Barat. 
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Gambar 24. Wilayah Hinterland Pelabuhan Teluk Tapang 

3.6. Kondisi Bathimetri 

Pengukuran bathimetri dilakukan di sepanjang area perairan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pada 

area perairan Pelabuhan Teluk Tapang. Data hasil pengukuran ini selanjutnya akan digunakan dalam 

pemodelan hidro-oseanografi yang diperlukan untuk mengetahui kondisi fisik teknis lokasi pelabuhan.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 24 berikut ini. 

3.7. Kondisi Topografi 

Pengukuran tofografi dilakukan di lokasi Pelabuhan Laut Teluk Tapang. Koordinat Bench Mark (BM) 

ditentukan dari hasil pengamatan / pengukuran GPS dengan sistem absolut yang mengacu pada sistem 

transformasi UTM WGS84. Dari titik referensi kemudian dilakukan pengukuran kerangka dasar horizontal 

atau polygon sebagai acuan untuk pengukuran detail situasi daerah survei. Pada masing-masing alternatif 

lokasi pelabuhan tersebut dibuatkan 2 (dua) Bench Mark (BM) seperti yang akan disajikan dalam gambar 

berikut ini: 

Tabel 16. Deskripsi Lokasi Bench Mark (BM) 

 

Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2019 

Berdasarkan hasil pengukuran bathimetri dan topografi seperti yang telah dijelaskan diatas, maka 

diperoleh peta hasil pengukuran seperti berikut ini: 

Deskripsi Lokasi Benchmark 

No. Bench-Mark : BM-02  

Koordinat  Proyeksi UTM WGS 84 Zona 47N Koordinat Geodetik 

Timur    : 529.384,696 

Selatan  : 23.104,876 

Lintang : 00° 12' 32,5" LS 

Bujur    : 99° 15' 50,7" BT 

Elevasi : +4,250 Meter (atas patok/baud) 

Deskripsi Lokasi 

Provinsi     :   Sumatra Barat 

Kabupaten :  Pasaman Barat 

Kecamatan  :  Sungai Beremas 

Desa          :  Air Bangis 

Terletak di areal Pelabuhan Teluk Tapang, tepatnya 

berada di ujung batas pelabuhan sebelah barat 

daya. 

Sketsa Lokasi Benchmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Foto 2 

 

 

 

 

BM 02 

Deskripsi Lokasi Benchmark 

No. Bench-Mark : BM-01 

Koordinat  Proyeksi UTM WGS 84 Zona 47N Koordinat Geodetik 

Timur    : 529.396,449 

Selatan  : 23.223,001 

Lintang : 00° 12' 36,4" LS 

Bujur    : 99° 15' 51,0" BT 

Elevasi : +4,121 Meter (atas patok/baud) 

Deskripsi Lokasi 

Provinsi     :   Sumatra Barat 

Kabupaten :   Pasaman Barat 

Kecamatan  :   Sungai Beremas 

Desa                 :   Air Bangis 

Terletak di areal Pelabuhan Teluk Tapang, Berada 

di sebelah kanan cause way. 

Sketsa Lokasi Benchmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Foto 2 

  

 

BM 01 
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Gambar 25. Peta Hasil Pengukuran Topografi dan Bathimetri Pelabuhan Teluk Tapang
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3.8. Kondisi Pasang Surut 

Pengamatan pasang surut dilakukan untuk mengetahui posisi atau kedudukan muka air dari perairan di 

daerah survey, baik untuk kedudukan air tinggi (HWS), kedudukan muka air rata-rata (MSL), dan kedudukan 

air rendah (LWS). Lokasi pengamatan pasang surut dipasang sebuah peilschaal pada dermaga . dengan 

koordinat : 

V X = 529.565,088 

V Y  = 23.225,616  

V LU = 02° 53' 36,5"  

V BT = 99° 15' 56,5"  

Nilai atau angka-angka penting pasang surut diperoleh dengan menggunakan formula standar dari IHO. 

Dari hasil peramalan data selama 18,6 tahun didapat angka penting sebagai berikut: 

Tabel 17. Angka Penting Hasil Analisa Pasang Surut 

Parameter SkalaPalem (m) SkalaLLWS (m) 

Highest High Water Level (HWS) 2.198 1.330 

Mean Sea Level (MSL) 1.532 0.665 

Lowest Low Water Level (LWS) 0.867 0.000 

Sumber: Analisis Ksonsultan Tahun 2019 

 

Gambar 26. Perbandingan Grafik Pasang Surut Hasil Pengamatan dan Peramalan 

Berdasarkan nilai Formzhal, maka kriteria pasang surut adalah pasang surut tipe campuran condong harian 

ganda (Mixed Tide Prevailing Semidiurnal). 

3.9. Kondisi Arus dan Sedimentasi 

Pengambilan data jumlah putaran baling-baling current-meter dilakukan dengan durasi pengukuran selama 

antara 30 detik sampai 60 detik. Pada pengukuran arus pada pekerjaan ini dilakukan pengambilan data 

jumlah putaran baling-baling current meter selama 52 detik untuk satu kali pengambilan data. Koordinat 

dua titik pengukuran arus adalah :  

Titik-1 :    X =   529.620,582                 Longitude  = 99° 15' 58,3" BT 

  Y   =   23.287,593                         Latitude  =  00° 12' 38,5" LU 

Titik-2 :    X  =   529.615,182                 Longitude  = 99° 15' 58,1" BT 

    Y  =   23.167,486                  Latitude     =   00° 12' 34,6" LU 

 

Hasil pemodelan Modul dari perangkat lunak ini berupa pola kecepatan arus, arah, dan kondisi elevasi muka 

air pada daerah yang dimodelkan. Hasil pemodelan ditampilkan pada gambar di bawah ini. 

Dengan mengambil titik tinjau sesuai dengan titik survei pasang surut yang akan dilakukan maka dapat 

divalidasi elevasi muka air model dengan hasil survei. 

 

 

Gambar 27. Velocity Magnitude saat Menuju Pasang 






































































































